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A. Kesimpnlan

Pada gilirannya studi analisa ini memang harug ada kesimpulannya, maka tanpa

mengurangi hal-tal substantil dan juga tanpamengesampingkan kompleksitas permasalabian,

studi ini dapat disimpulkan sebagai berikut £-

i

(%3

Proteksi adalah kebijakan negara yang beriujuan uniuk melindungi mata dagangan hasil
industri dalam negri dari persaingan harang impor yang sejenig. Hal ini biza dilakukan

melalui taril bea masuk terhadap barang-barang impor, atau melalui sarana non taril
perlindungan. Hal it tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, sebab kebijukan

ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keseimbangan dalam masyaralkat.

. Proteksi sebagai kebijakan yang bertumpu pada manfaal yang akan dicapainya, ia juga

mempunyai dampak yang justru merugikan, terlepas apakah proteksi itu hanya diberikan
kepada orang-orang terientu aiau tidak, yakni ia akan mengurangi daya saing di pasar

internasional dan banyal: mennmbuhkan pengusaha manja serta selaln tergantung pada

e

payung peclindungan,

. Huloum proteksi pada awalnya adalah haram, akan tetapi jika dalam keadaan darurat

dan disertal dengan adanya pertimbangan, maka proteksi diperbolehkan sampai

masyarakat siap unfuk Fompetitif dalam pereaturan perdagangan dipasar internasional.




B. Saran-saran

Dalam menyikapi persoalan ini harus adakesadaran bersama bahwa proteksi adalah

merupakan persoalan nasional, dan bukan hanya persoalan dan tanggungjawab pemerin-

tah belaka. Oleh sebab itulah semoga saran-saran berikut bisa menjadi suatu langkah

kongkrit dalam menghadapi persoalan yang ada.
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Dengan adanya keuntungan maupun kerugian, pengurangan serta pembatasan proteksi
merupakan keharusan yang sulit ditawar, oleh karena itu pemerintah harus secepat
mungkin membuat kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter sebagai
gantinya kebijakan tarif yang dihapus agar nantinya semua kalangan bisa mencapai

efesiensi perusahannya

. Dalam mengambil kebijakan nasional, pemerintah hendaknya memperhatikan kebijakan-

kebijakan sebelumnya yang pada taraf implementasinya mesti menimbulkan polemik
yang lebihbesar, dan dari sanalahboleh jadi pemerintah akan mendulang banyak masukan

yang barangkali beguna untuk pembuatan kebijakan nasional selanjutnya.

. Segala bentuk budaya bisnis kekeluargaan harus secepatnya ditinggalkan mengingat hal

ini hanya akan membawa kehancurn, sebaliknya pemerintah hendaknya selalu melibatkan
rakyat (pihak terkait) dalam setiap kali hendak menentukan pilihan. Sebab bagaimana
pun seluruh rakyat (tanpa terkecuali) bertanggungjawab dan bekewajiban sama terhadap
maju mundurnya bangsa dan negara ini. Juga pemerintah perlu mengembalikan kekua-
tan lembaga rakyat agar selalu akomodatif terhadap aspirasi-konstruktif dari kekuatan

sosial di luar dewan terutama dari pelaku ekonominya



